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<b>ABSTRAK</b><br>

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World
Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia secara resmi
meratifikass GATT 1994 dan menjadi anggota WTO. Berdasarkan "The Vienna Convention on the Law of
Treaties, May 23, 1969" ratinkasi menimbulkan akibat hukum, antara lain kewajiban bagi negara yang
bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan
internasional yang bersangkutan.

Belasan tahun Indonesia menjadi anggota WTO, hingga saat ini hegaraini belum memiliki perundang-
undangan yang integral dan komprehensif di bidang perdagangan. Bahkan lebih parah lagi pada saat
kemajuan pesat teknologi informasi dan telekomunikas serta transportasi, Serta perkembangan hukum
perdagangan internasional yang telah sampai pada tahapan di manatransaksi perdagangan hampir tidak lagi
mengenal batas negara, Sehingga biayatransaks perdagangan internasional menjadi semakin rnurah dan
mudah dilakukan, landasan paling mendasar kegiatan di bidang perdagangan masih mengacu pada produk
perundang-undangan kolonial, yaitu Bedrifsregiementeri ngs Ordonantie Stbf. 1934 (BRO 1934).

K eterbel akangan hukum perdagangan 'di neger! ini juga meliputi kesiapan peraturan perundang-undangan
yang merupakan Implementas kesepakatan WTO.

<br><br>

Produksi dalam negeri Indonesia daiam era perdagangan global membutuhkan periindungan hukum, karena
selamaini dalam implementasi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO, negeri ini lebih mengutamakan
perlindungan hukum untuki menjamin kepentlingan-kepentingan (yang kepemilikannya didominasi) pihak
asing daripada perlindungan kepada industri dalam negeri maupun konsumen domestik. Oleh karenaitu
masih perlu dibangun hukum Indonesia yang bukan saja mampu melindungi industri dalam negeri, tetapi
juga mengutamakan kepentingan nasional.

<br><br>

Peraturan perundang-,undangan ‘tentang anti-dumping dan safeguard Indonesia merupakan suatu
?anomaliee? dalam pentas perdagangan internasional, karena bukannya merumuskan proteksi semaksimal
mungkin untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri dari kerugian akibat perdagangan curang dari
impor, sebaliknya lebih berpihak kepada kepentingan industri asing. Di samping itu, peraturan perundang-
undangan anti-dumping dan safeguard I ndonesia pembentukannya melanggar prinsip~prinsip demokrasi dan
‘The Rule of Law".

<br><br>

Akibatnya: @ rumusan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang anti-dumping di Indonesia
belum dapat melindungi industri dalam negeri menghadapi ancaman kerugian dari produk yang diimpor
melalui praktek perdagangan curang; dan, b) rumusan serta penerapan peraturanperundang-undangan
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tentang safeguard di Negaraini belum dapat melindungi industri dalam negeri dari kerugian serius yang
timbul akibat impor yang melimpah. Untuk rnengatasi persoalan tersebut, dalam rangka melindungi industri
dalam negeri dari: @) (ancaman) kerugian yang timbul akibat produk-produk impor melalui praktek
perdagangan yang curang; dan, b)kerugian yang serius akibat peningkatan produk-produk impor, perlu
dibangun hukum nasional tentang anti-dumping dan safeguard, yang adil , memiliki legitimasi yang kuat
dan justifikasi yang mantap, dapat diterapkan dengan efektif, dan mengacu pada kepentingan nasional.



